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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat Rahmat dan Karunia-Nya, kami telah menyusun Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Riau Tahun 2016 yang dapat diselesaikan 

pada waktunya. 

Laporan ini berisi tentang pelaksanaan kegiatan Pembangunan Badan 

Ketahanan Pangan Provinsi Riau selama tahun 2016 yang didanai Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah. 

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena 

itu diharapkan saran dan masukan guna perbaikan selanjutnya. 

Akhirnya kami berharap agar laporan ini dapat menjadi bahan kebijakan 

selanjutnya, dan semoga hasil yang telah dicapai dapat bermanfaat bagi 

masyarakat . 

Demikian laporan ini dibuat, semoga dapat memberikan informasi bagi 

semua pihak. 

 

Pekanbaru,      Februari  2017 
 

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN 
PROVINSI RIAU 

 
 
 
 

Ir. DARMANSYAH 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19590207 198503 1 009   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. DASAR HUKUM 

 
Pembangunan Ketahanan Pangan berdasarkan pada : 

1. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota.  

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang 

Ketahanan Pangan dan Gizi 

4. Keputusan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan 

Pangan. 

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga 

Teknis Daerah Provinsi Riau. 

6. Peraturan Gubernur Riau Nomor. 17 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas 

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau. 

 

B. GAMBARAN UMUM SKPD BADAN KETAHANAN PANGAN 

1. Tugas Pokok  

Tugas pokok Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau berpedoman 

pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur 

Riau Nomor 17 Tahun 2009. Adapun Tugas Pokok Badan Ketahanan 

Pangan Provinsi Riau adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

http://bkp.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/PP_17_2015_KPG.pdf
http://bkp.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/PP_17_2015_KPG.pdf
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kebijakan daerah bidang ketahanan pangan dan dapat ditugaskan untuk 

melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh 

pemerintah kepada Gubernur.   

Untuk menjalankan tugas pokoknya, Badan Ketahanan Pangan 

Provinsi Riau mempunyai fungsi : 

1. Merumuskan kebijaksanaan 

2. Pengambilan keputusan 

3. Perencanaan 

4. Pengorganisasian 

5. Pelayanan umum dan teknis 

6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan 

7. Pengawasan 

8. Pemantauan dan evaluasi 

9. Pelaksanaan 

10. Pembiayaan 
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2. Jumlah Pegawai, Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan 
 

Tabel  tingkat pendidikan pegawai  
sampai dengan 31 Desember 2016 

 

Nomor Tingkat 
Pendidikan 

Jumlah pegawai 
(Orang) 

1 S2 12 

2 S1 32 

3 DIPLOMA 2 

4 SMA 31 

5 SMP 0 

6 SD 1 

JUMLAH 77 

 
 

Tabel pangkat dan golongan pegawai 
sampai dengan 31 Desember 2016 

 

Nomor Pangkat Golongan 
Jumlah 

(Orang) 

1.  Pembina Utama Muda IV/c 1 

2.  Pembina TK. I IV/b 4 

3.  Pembina IV/a 7 

4.  Penata TK. I III/d 10 

5.  Penata III/c 18 

6.  Penata Muda TK. I III/b 23 

7.  Penata Muda III/a 7 

8.  Pengatur TK. I  II/d 0 

9.  Pengatur  II/c 6 

10.  Pengatur Muda TK. I II/b 0 

11.  Pengatur Muda II/a 1 

JUMLAH  77 
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Tabel. Pejabat Struktural dan Fungsional 
sampai 31 Desember 2016 

 

Nomor Jabatan 
Esselon 

Jumlah 
Orang 

1 II a 1 

2 III a 5 

3 IV a 11 

JUMLAH 17 
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BAB II 

 

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 

 

 

A. VISI DAN MISI BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU 

 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82), dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 4.737), Provinsi Riau melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, yang 

diperjelas oleh Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas 

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Badan Ketahanan Pangan memiliki 

tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang Ketahanan Pangan, maka sesuai dengan cakupan urusan 

Bidang Ketahanan Pangan serta memperhatikan kondisi dan permasalahan 

ketahanan pangan di Provinsi Riau, untuk merealisasikan Visi dan Misi Gubernur 

Riau ditetapkan Visi dan Misi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebagai 

berikut : 

 
 

1. VISI 

“Terwujudnya Lembaga yang Handal Dalam Memantapkan Ketahanan Pangan 

Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Pangan”. 

 

Kata Kunci : 

1. Handal; 

2. Pemantapan Ketahanan Pangan; 

3. Sumberdaya Lokal; 

4. Kemandirian Pangan. 
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Penjelasan Kata Kunci : 

1. Mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang 

diemban dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pada target sasaran yang 

telah ditetapkan; 

2. Upaya mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang 

tercermin dari tersedianya pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman, 

serta terjangkau; 

3. Berbasis sumberdaya  spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem 

setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan masyarakat; 

4. Kemampuan dalam diversifikasi pangan yang dapat menjamin pemenuhan 

kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan 

memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan 

lokal secara bermartabat. 

 

2. MISI 

Dalam upaya untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Badan Ketahanan 

Pangan telah merumuskan misi sebagai berikut : 

1. Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi informasi 

didukung oleh sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi.  

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola lembaga melalui 

penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung 

sumber daya aparatur yang profesional dan memiliki integritas tinggi serta 

pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima.  

 

2. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta 

penanganan kerawanan pangan.  

Misi ini diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan Provinsi Riau melalui 

peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan 

kerawanan pangan.      

 

 

 

 



 8 

3. Meningkatkan penganekaragaman dan mutu pangan.  

Misi ini diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan melalui peningkatan 

penganekaragaman dan mutu pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan 

kearifan lokal. 

 

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN KETAHANAN PANGAN 

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan 

perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai 

tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi Badan 

Ketahanan Pangan 2014 - 2018 yang dilaksanakan melalui 3 misi dan agar lebih 

terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah 

kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut :  

 
Keterkaitan Tujuan, Sasaraan, Strategi dan Kebijakan Dalam 

Pencapaian Visi Badan Ketahanan Pangan Provinsi RiauTahun 2014 – 2018 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1 2 3 4 

Misi I. Mewujudkan Tata Kelola Lembaga yang Baik Berbasis Teknologi Informasi 
Didukung Oleh Sumberdaya Aparatur yang Kompeten dan Berintegritas 
Tinggi. 

Meningkatkan kapasitas 
sumberdaya aparatur 
dan kualitas sarana 
prasarana perkantoran 
 

Tercapainya 
kapasitas 
sumberdaya 
aparatur dan 
kualitas sarana 
prasarana 
perkantoran 

Peningkatkan 
sistem tata kelola 
yang transparan 
berbasis teknologi 
informasi melalui 
peningkatan 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Meningkatkan 
koordinasi dalam 
perumusan kebijakan 
ketahanan pangan 

Tercapainya 
efektifitas 
koordinasi 
perumusan 
kebijakan 
ketahanan pangan 

Peningkatanan 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Ketahanan Pangan 

Peningkatan 
Ketahanan Pangan 

Telaah Kebijakan 
Pembangunan 
Ketahanan Pangan 

Pengembangan 
Data/Informasi 
 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1 2 3 4 

Misi II. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan dan Akses Pangan Serta 
Penanganan Kerawanan Pangan. 

Meningkatkan 
kemampuan dalam 

Tercapainya 
ketersediaan 

Peningkatan 
Ketersediaan dan 

Peningkatan 
Ketahanan Pangan 
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1 2 3 4 

membangun 
ketersediaan pangan 
dalam jumlah yang 
cukup di seluruh rumah 
tangga 
 

pangan utama Pemantauan 
Cadangan Pangan 
Masyarakat 

Meningkatkan cadangan 
pangan untuk 
menanggulangi keadaan 
darurat dan kerawanan 
pangan/bencana 
 

Tercapainya 
penguatan 
cadangan pangan 
pemerintah dan 
masyarakat 

Pengembangan 
cadangan pangan 
pemerintah dan 
Masyarakat 

Peningkatan 
Ketahanan Pangan 

Mengembangkan sistem 
distribusi dan harga 
pangan untuk menjaga 
stabilitas pasokan dan 
harga pangan yang 
terjangkau bagi 
masyarakat 
 

Tercapainya 
ketersediaan 
informasi pasokan, 
harga dan akses 
pangan strategis di 
daerah 

Meningkatkan 
sistem distribusi 
pangan dan 
pemantauan harga 
pangan secara 
berkala 

Peningkatan 
Ketahanan Pangan 

Membangun kesiapan 
dalam mengantisipasi 
dan menangani 
kerawanan pangan 
 

Tercapainya 
penanganan 
daerah rawan 
pangan 

Peningkatan 
Kemandirian dan 
Penanganan 
Kerentanan Pangan 
di Masyarakat 
 

Peningkatan 
Ketahanan Pangan 

Meningkatkan kapasitas 
sumber daya manusia 
dalam mendukung 
pembangunan 
ketahanan pangan 
 

Meningkatnya 
kapasitas sumber 
daya manusia 
dalam mendukung 
pembangunan 
ketahanan pangan 

Peningkatan 
kapasitas sumber 
daya manusia 
dalam mendukung 
pembangunan 
ketahanan pangan 
melalui pembinaan 
dan pelatihan 
kemasyarakatan 
 

Peningkatan 
Ketahanan Pangan 

Misi III. Meningkatkan Penganekaragaman dan Mutu Pangan 
Meningkatkan 
penganekaragaman 
pangan melalui 
pengembangan pangan 
lokal dan produk pangan 
olahan guna 
meningkatkan konsumsi 
pangan yang beragam, 
bergizi seimbang dan 
aman 
 

Meningkatnya 
kualitas konsumsi 
pangan masyarakat 

Penganekaragaman 
konsumsi pangan 
berbasis 
sumberdaya lokal 
melalui 
pemanfaatan 
pekarangan dan 
pengolahan pangan 
berbasis 
sumberdaya lokal 

Pengembangan 
Diversifikasi dan  
Konsumsi Pangan 

Mengembangkan sistem 
pengawasan keamanan 
pangan 

Tercapainya 
pembinaan dan 
pengawasan 
pangan 

Meningkatkan 
kesadaran pelaku 
usaha dan 
konsumen terhadap 

Peningkatan Mutu 
dan Keamanan 
Pangan 
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1 2 3 4 

mutu dan keamanan 
produk pangan 
 

 

C. PRIORITAS DALAM RENCANA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI 

RIAU TAHUN 2016 

PROGRAM/ 
KEGIATAN 

 
 

SASARAN 
 
 
 

TARGET 
 
 
 

 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)  

 SEBELUM  
PERUBAHAN  

 SETELAH  
PERUBAHAN  

 BERTAMBAH /  
BERKURANG  

2 3 4 5 6 7 
BELANJA 
DAERAH     23,764,487,223.20 26,330,236,031.20 

2,565,748,808.00 

BELANJA TIDAK 
LANGSUNG     

9,809,511,071.00 10,246,461,976.00 436,950,905.00 

BELANJA 
LANGSUNG     13,954,976,152.20 16,083,774,055.20 

2,128,797,903.00 

URUSAN WAJIB     13,954,976,152.20 16,083,774,055.20 2,128,797,903.00 

PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN 

    

783,648,100.00 3,283,648,100.00 2,500,000,000.00 

Program 
Pengembangan 
Data/Informasi 

    

783,648,100.00 3,283,648,100.00 2,500,000,000.00 

Partisipasi Dalam 
Pelaksanaan 
Pameran Tahunan 

Jumlah Pameran yang 
diikuti 

5 Event 
Pemarean 

498,270,000.00 498,270,000.00 0.00 

Pengembangan 
Sistem Informasi 
Manajemen 
Ketahanan Pangan 

Jumlah Dokumen 
Analisis Jumlah Server 
Jumlah 
Pelatihan/Workshop/A
presiasi Jumlah 
Aplikasi WIndows 

1 Dokumen, 2 
Server, 5 
Pelatihan,1 
Aplikasi 

172,448,000.00 2,672,448,000.00 2,500,000,000.00 

Penyusunan 
Statistik Pangan 

Jumlah Buku Statistik 
ketahanan Pangan 

1 Buku 112,930,100.00 112,930,100.00 0.00 

KETAHANAN 
PANGAN 

    13,171,328,052.20 12,800,125,955.20 -371,202,097.00 

Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persentasi 
ketersedian 
kebutuhan 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

100% 1,462,751,723.00 1,382,751,723.00 -80,000,000.00 

Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Jumlah Pengiriman 165 Paket 15,000,000.00 0.00 -15,000,000.00 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
Dan Listrik 

Jumlah Jasa yang 
Dipenuhi 

9 Rekening 270,514,000.00 270,514,000.00 0.00 

Penyediaan Jasa 
Kebersihan Kantor 

Jumlah Peralatan 
Kebersihan 

49 Jenis 265,684,400.00 265,684,400.00 0.00 
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Penyediaan Alat 
Tulis Kantor 

Jumlah Alat Tulis 
Kantor 

99 Jenis 147,000,000.00 147,000,000.00 0.00 

Penyediaan Barang 
Cetakan Dan 
Penggandaan 

Jumlah Cetakan dan 
Penggandaan 

39 Jenis dan 
35.145 lembar 

109,416,000.00 109,416,000.00 0.00 

Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah komponen 
instalasi listrik 

23 jenis 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 

Penyediaan Bahan 
Bacaan Dan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Jumlah Bahan Bacaan 
/ Peraturan 

10 buku, 4.488 
exemplar dan 
104 majalah 

25,126,165.00 25,126,165.00 0.00 

Penyediaan 
Makanan Dan 
Minuman 

Jumlah Makanan dan 
Minuman 

2.448 Kotak, 82 
Orang pegawai 
dan 10 orang 
tamu 

39,067,390.00 39,067,390.00 0.00 

Rapat-Rapat 
Koordinasi Dan 
Konsultasi Ke Luar 
Daerah 

Jumlah Perjalanan 
Dinas 

97 387,818,968.00 387,818,968.00 0.00 

Penyediaan Jasa 
Administrasi 
Kantor 

Bahan Dekorasi dan 
Dokumentasi Kantor 

1 Tahun 65,000,000.00 0.00 -65,000,000.00 

Penyusunan 
Standar 
Operasional 
Prosedur SKPD 

jumlah SOP 80 SOP 58,124,800.00 58,124,800.00 0.00 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
ketersediaan 
sarana dan 
prasarana aparatur 

100% 1,251,311,140.99 1,251,311,140.99 0.00 

Pengadaan 
Perlengkapan 
Gedung Kantor 

Jumlah Perlengkapan 
Gedung Kantor 

5 jenis 54,418,000.00 54,418,000.00 0.00 

Pengadaan 
Peralatan Gedung 
Kantor 

Jumlah Peralatan 
Gedung Kantor 

4 jenis 165,512,780.00 165,512,780.00 0.00 

Pengadaan 
Mebeleur 

Jumlah Kebutuhan 
Mubeulair Kantor 

16 unit 163,689,662.00 163,689,662.00 0.00 

Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Gedung Kantor 

Jumlah Gedung Kantor 
yang dipelihara 

2 bangunan 192,500,000.00 192,500,000.00 0.00 

Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Mobil Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Dinas yang Dipelihara 

2 unit 88,021,398.99 88,021,398.99 0.00 

Pemeliharaan 
rutin/berkala 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor 

Jumlah Peralatan dan 
Perlengkapan yang 
dipelihara 

10 Jenis 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00 

Detailed 
Engineering (DED) 
Pembangunan 
Gedung Kantor 

Jumlah Dokumen 
Detail Engineering 
Design (DED) 

1 Dokumen 467,169,300.00 467,169,300.00 0.00 

Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
peningkatan 
disiplin aparatur 
Provinsi Riau 

100% 175,303,100.00 175,303,100.00 0.00 
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Pengadaan 
Pakaian Dinas 
Beserta 
Perlengkapannya 

Jumlah Pakaian Dinas 
beserta 
Perlengkapannya 

2 jenis pakaian 91,503,100.00 91,503,100.00 0.00 

Pembinaan Fisik 
dan Mental 
Aparatur 

Jumlah makanan dan 
minuman senam dan 
keagamaan 

4.394 box 83,800,000.00 83,800,000.00 0.00 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
Sumber Daya 
Aparatur 

Persentase 
peningkatan 
kapasitas sumber 
daya aparatur 

100% 34,860,000.00 34,860,000.00 0.00 

Pendidikan Dan 
Pelatihan Formal 

Jumlah Bimbingan 
Teknis 

50 kali 34,860,000.00 34,860,000.00 0.00 

Program 
Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem 
Pelaporan 
Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Persentase 
Penyelesaian 
sistem pelaporan 
Kinerja keuangan 

100% 533,329,101.00 467,529,101.00 -65,800,000.00 

Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja Dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan 4 laporan. 43,623,988.00 43,623,988.00 0.00 

Penyusunan 
Pelaporan 
Prognosis Realisasi 
Anggaran 

Jumlah Laporan 
Prognosis Badan 
Ketahanan Pangan 

5 laporan 19,330,113.00 19,330,113.00 0.00 

Penyusunan 
Rencana Kerja 
SKPD 

Jumlah Dokumen 
Rencana Kerja 

3 Dokumen 95,825,000.00 53,500,000.00 -42,325,000.00 

Rapat Koordinasi 
pada setiap SKPD 

jumlah dokumen 
kesepakatan antara 
provinsi dengan 
kabupaten / kota 

12 dokumen 300,075,000.00 300,075,000.00 0.00 

Penyusunan 
Penetapan Kinerja 
(PENJA), Rencana 
Kinerja Tahunan 
(RKT), Laporan 
Ekuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah 
(LAKIP) 

Jumlah Laporan 
Kinerja BKP 

3 Dokumen 74,475,000.00 51,000,000.00 -23,475,000.00 

Program 
Peningkatan 
Ketahanan 
Pangan 

Skor PPH 94,9 8,603,521,787.21 8,378,119,690.21 -225,402,097.00 

Pemantauan dan 
Analisis Akses 
Harga Pangan 
Pokok 

1. Jumlah Laporan 
Pemantauan dan 
Analisis Akses Harga 
Pangan Pokok 2. 
Jumlah server 

1. 12 Laporan, 
2. 1 Unit 

280,196,000.00 280,196,000.00 0.00 

Pengembangan 
Desa Mandiri 
Pangan 

Jumlah Desa yang 
diberdayakan 

36 Desa 1,386,228,000.00 206,228,003.00 -1,179,999,997.00 

Penguatan 
Cadangan Pangan 
Pemerintah Daerah 
Riau 

Jumlah bantuan beras 
Cadangan Pangan 
Pemerintah Daerah 

200 Ton beras 1,176,818,303.00 1,176,818,303.00 0.00 

Pengembangan 
dan Pemberdayaan 
Cadangan Pangan 
Masyarakat 

1. Jumlah beras yang 
disalurkan 2. Jumlah 
Media Penjemuran 3. 
Jumlah RMU 

1. 13000 Kg, 2. 
60 Buah, 3. 2 
Unit 

599,564,321.00 599,564,321.00 0.00 
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Analisis 
Ketersediaan 
Pangan Wilayah 

1. Jumlah Buku 
NBM,Prognosa 
Ketersediaan Pangan 
Sub Round, Prognosa 
Ketersediaan Pangan 
Menghadapi HBKN 2. 
Frekwensi Koordinasi 

1. 95 Buku, 2. 3 
Koordinasi 

175,857,030.00 175,857,030.00 0.00 

Monitoring, 
Evaluasi dan 
Pelaporan 
Ketahanan Pangan 

Jumlah Laporan 1 Laporan 96,845,000.00 96,845,000.00 0.00 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Ketahanan Pangan 

Jumlah peserta 
Kabupaten/Kota 

36 peserta 177,163,000.00 177,163,000.00 0.00 

Pengembangan 
Sistem 
Kewaspadaan 
Pangan dan Gizi 
(SKPG) 

Jumlah peta 
kerawanan pangan 

13 peta 472,759,000.00 472,759,000.00 0.00 

Gerakan 
Penganekaragama
n Konsumsi 
Pangan Beragam, 
Bergizi, Seimbang 
dan Aman (B2SA) 

Terlaksananya 
Gerakan Diversifikasi 
Pangan Lokal 

2 kali 428,941,000.00 1,057,817,000.00 628,876,000.00 

Lomba Cipta Menu 
B2SA Tingkat 
Provinsi dan 
Nasional 

Jumlah Lomba yang 
dilaksanakan/diikuti 
Jumlah Resep Menu 

2 kali 1 Buku 338,225,800.00 338,225,800.00 0.00 

Analisis Situasi 
Konsumsi Pangan 
Penduduk 

Jumlah Buku 1 Judul 379,818,700.00 379,818,700.00 0.00 

Pengelolaan 
Pemanfaatan 
Pekarangan/Peran 
Perempuan Dalam 
Ketahanan Pangan 

Jumlah Bantuan yang 
disalurkan 

24 kelompok 574,272,100.00 1,034,784,100.00 460,512,000.00 

Pengembangan 
Pangan Lokal 

Jumlah Bantuan yang 
disalurkan 

24 kelompok 742,453,865.00 819,445,865.00 76,992,000.00 

Penanganan 
Daerah Rawan 
Pangan (PDRP) 

Jumlah dan jenis 
bantuan yang 
disalurkan 

600 KK 128,679,890.00 128,679,890.00 0.00 

Pemberdayaan 
Gapoktan dalam 
Penyedia Pangan 
Masyarakat se 
Provinsi Riau 

Jumlah Gapoktan yang 
diberdayakan 

30 Gapoktan 209,393,200.00 209,393,200.00 0.00 

Pengembangan 
dan Pemberdayaan 
Ketersediaan 
Pangan Sagu 
sebagai Pangan 
Alternatif 

Jumlah bantuan 
sarana pengolahan 
sagu 

10 Unit 349,895,688.00 349,895,688.00 0.00 

Penguatan 
Jaringan 
Ketersidaan dan 
Distribusi Pangan 
antar Wilayah 
(Lokal dan 
Regional) 

Jumlah Kesepakatan 
Kerjasama antara 
Lumbung/Gapoktan 
Lokal dan Regional 

2 Dokumen 151,899,600.00 151,899,600.00 0.00 

Penyusunan 
Peraturan Daerah 
(PERDA) 
Ketahanan Pangan 
Provinsi Riau 

Jumlah Rancangan 
Peraturan Daerah 
tentang Ketahanan 
Pangan 

1 Ranperda 211,782,100.00 0.00 -211,782,100.00 
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Penghargaan 
Adikarya Pangan 
Nusantara 

1. Jumlah pemberian 
penghargaan 
Adhikarya Pangan 
Nusantara (APN) 2. 
Peringatan Hari 
Pangan Sedunia (HPS) 

1. 1 kali, 2. 1 
Laporan 

349,105,535.00 349,105,535.00 0.00 

Peningkatan 
Kapasitas 
Pengembangan 
Kelembagaan 
Dewan Ketahanan 
Pangan 

1. Frekuensi 
koordinasi pokja ahli 
2. Jumlah Laporan 

10 kali 5 laporan 373,623,655.21 373,623,655.21 0.00 

Program 
Peningkatan 
Mutu dan 
Keamanan 
Pangan 

Persentase 
Pengawasan dan 
Pembinaan 
Kemanan Pangan 

95% 1,110,251,200.00 1,110,251,200.00 0.00 

Sertifikasi Pangan 
Segar (Buah dan 
Sayur) 

Jumlah Sertifikasi 
Pangan Segar 

33 sertifikat  355,378,900.00 355,378,900.00 0.00 

Pengawasan 
Keamanan Pangan 

Jumlah Pengawasan 
Mutu dan Keamanan 
Pangan Segar 

40 komoditi 468,681,500.00 468,681,500.00 0.00 

Peningkatan 
Kompetensi SDM 
Keamanan Pangan 

Jumlah laporan 3 laporan 286,190,800.00 286,190,800.00 0.00 

      23,764,487,223.20 26,330,236,031.20 2,565,748,808.00 
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BAB III 

 

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

 
C. PENGELOLAAN  PENDAPATAN DAERAH 

NIHIL 

D. PENGELOLAAN BELANJA SKPD 

1. Target dan Realisasi Belanja SKPD 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2016 

 

No Program Kegiatan 
Pagu (Rp) 

Penyerapan Dana 

Target Realisasi SPJ Murni Perubahan 

Rp % Rp % Rp % Rp % 

P 
Program 
Pengembangan 
Data/informasi                 

1 
Partisipasi Dalam 
Pelaksanaan 
Pameran Tahunan 498.270.000,00 3,57 498.270.000,00 3,10 498.270.000,00 100,00 401.930.200,00 80,67 

2 
Pengembangan 
Sistem Informasi 
Manajemen 
Ketahanan Pangan 172.448.000,00 1,24 2.672.448.000,00 16,62 1.300.000.000,00 48,64 1.284.291.260,00 48,06 

3 Penyusunan 
Statistik Pangan 112.930.100,00 0,81 112.930.100,00 0,70 112.930.100,00 100,00 104.193.100,00 92,26 

P 

Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran                 

4 Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 15.000.000,00 0,11 - - - - - - 

5 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
Dan Listrik 270.514.000,00 1,94 270.514.000,00 1,68 270.514.000,00 100,00 197.021.282,00 72,83 

6 Penyediaan Jasa 
Kebersihan Kantor 265.684.400,00 1,90 265.684.400,00 1,65 265.684.400,00 100,00 264.054.000,00 99,39 

7 Penyediaan Alat 
Tulis Kantor 147.000.000,00 1,05 147.000.000,00 0,91 147.000.000,00 100,00 136.702.300,00 92,99 

8 
Penyediaan Barang 
Cetakan Dan 
Penggandaan 109.416.000,00 0,78 109.416.000,00 0,68 109.416.000,00 100,00 97.288.200,00 88,92 
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9 

Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 80.000.000,00 0,57 80.000.000,00 0,50 80.000.000,00 100,00 63.707.000,00 79,63 

10 

Penyediaan Bahan 
Bacaan Dan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 25.126.165,00 0,18 25.126.165,00 0,16 25.126.165,00 100,00 24.800.000,00 98,70 

11 
Penyediaan 
Makanan Dan 
Minuman 39.067.390,00 0,28 39.067.390,00 0,24 39.067.390,00 100,00 36.485.000,00 93,39 

12 

Rapat-Rapat 
Koordinasi Dan 
Konsultasi Ke Luar 
Daera 387.818.968,00 2,78 387.818.968,00 2,41 387.818.968,00 100,00 384.456.068,00 99,13 

13 Penyediaan Jasa 
Administrasi Kantor 65.000.000,00 0,47 - - - - - - 

14 

Penyusunan 
Standar 
Operasional 
Prosedur SKPD 58.124.800,00 0,42 58.124.800,00 0,36 13.000.000,00 22,37 12.301.100,00 21,16 

P 

Program 
Peningkatan 
Sarana Dan 
Prasarana 
Aparatur                 

15 
Pengadaan 
Perlengkapan 
Gedung Kantor 54.418.000,00 0,39 54.418.000,00 0,34 54.418.000,00 100,00 53.400.000,00 98,13 

16 
Pengadaan 
Peralatan Gedung 
Kantor 165.512.780,00 1,19 165.512.780,00 1,03 165.512.780,00 100,00 164.065.000,00 99,13 

17 Pengadaan 
Mebeleur 163.689.662,00 1,17 163.689.662,00 1,02 163.689.662,00 100,00 158.250.000,00 96,68 

18 
Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Gedung Kantor 192.500.000,00 1,38 192.500.000,00 1,20 192.500.000,00 100,00 190.150.900,00 98,78 

19 
Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Mobil Jabatan 88.021.398,99 0,63 88.021.398,99 0,55 88.021.398,00 100,00 45.259.250,00 51,42 

20 

Pemeliharaan 
Rutin/berkala 
Peralatan Dan 
Perlengkapan 
Kantor 120.000.000,00 0,86 120.000.000,00 0,75 120.000.000,00 100,00 112.640.000,00 93,87 

21 

Detailed 
Engineering (DED) 
Pembangunan 
Gedung Kantor 467.169.300,00 3,35 467.169.300,00 2,90 467.169.300,00 100,00 416.763.000,00 89,21 

P 
Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur                 
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22 
Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta 
Perlengkapannya 91.503.100,00 0,66 91.503.100,00 0,57 91.503.100,00 100,00 90.659.250,00 99,08 

23 
Pembinaan Fisik 
Dan Mental 
Aparatur 83.800.000,00 0,60 83.800.000,00 0,52 83.800.000,00 100,00 63.800.000,00 76,13 

P 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur                 

24 Pendidikan Dan 
Pelatihan Formal 34.860.000,00 0,25 34.860.000,00 0,22 34.860.000,00 100,00 24.169.450,00 69,33 

P 

Program 
Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja 
Dan Keuangan                 

25 

Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja Dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD 43.623.988,00 0,31 43.623.988,00 0,27 43.623.988,00 100,00 36.535.400,00 83,75 

26 

Penyusunan 
Pelaporan 
Prognosis Realisasi 
Anggaran 19.330.113,00 0,14 19.330.113,00 0,12 19.330.113,00 100,00 19.016.075,00 98,38 

27 
Penyusunan 
Rencana Kerja 
SKPD 95.825.000,00 0,69 53.500.000,00 0,33 21.000.000,00 39,25 20.595.300,00 38,50 

28 Rapat Koordinasi 
Pada Setiap SKPD 300.075.000,00 2,15 300.075.000,00 1,87 300.075.000,00 100,00 292.824.097,00 97,58 

29 

Penyusunan 
Penetapan Kinerja 
(PENJA), Rencana 
Kinerja Tahunan 
(RKT), Laporan 
Ekuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP) 74.475.000,00 0,53 51.000.000,00 0,32 16.000.000,00 31,37 15.379.400,00 30,16 

P 
Program 
Peningkatan 
Ketahanan Pangan                 

30 

Pemantauan Dan 
Analisis Akses 
Harga Pangan 
Pokok 280.196.000,00 2,01 280.196.000,00 1,74 280.196.000,00 100,00 277.964.000,00 99,20 

31 
Pengembangan 
Desa Mandiri 
Pangan 1.386.228.000,00 9,93 206.228.003,00 1,28 206.228.003,00 100,00 203.240.000,00 98,55 

32 

Penguatan 
Cadangan Pangan 
Pemerintah Daerah 
Riau 1.176.818.303,00 8,43 1.176.818.303,00 7,32 1.176.818.303,00 100,00 1.137.291.850,00 96,64 
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33 

Pengembangan 
Dan Pemberdayaan 
Cadangan Pangan 
Masyarakat 599.564.321,00 4,30 599.564.321,00 3,73 599.564.321,00 100,00 592.993.150,00 98,90 

34 
Analisis 
Ketersediaan 
Pangan Wilayah 175.857.030,00 1,26 175.857.030,00 1,09 175.857.030,00 100,00 165.456.000,00 94,09 

35 

Monitoring, 
Evaluasi Dan 
Pelaporan 
Ketahanan Pangan 96.845.000,00 0,69 96.845.000,00 0,60 91.000.000,00 93,96 89.711.600,00 92,63 

36 

Koordinasi Dan 
Sinkronisasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Ketahanan Pangan 177.163.000,00 1,27 177.163.000,00 1,10 177.163.000,00 100,00 162.458.960,00 91,70 

37 

Pengembangan 
Sistem 
Kewaspadaan 
Pangan Dan Gizi 
(SKPG) 472.759.000,00 3,39 472.759.000,00 2,94 472.759.000,00 100,00 402.076.560,00 85,05 

38 

Gerakan 
Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan 
Beragam, Bergizi, 
Seimbang Dan 
Aman (B2SA) 428.941.000,00 3,07 1.057.817.000,00 6,58 750.000.000,00 70,90 706.304.500,00 66,77 

39 

Lomba Cipta Menu 
B2SA Tingkat 
Provinsi Dan 
Nasional 338.225.800,00 2,42 338.225.800,00 2,10 338.225.800,00 100,00 267.185.950,00 79,00 

40 
Analisis Situasi 
Konsumsi Pangan 
Penduduk 379.818.700,00 2,72 379.818.700,00 2,36 379.818.700,00 100,00 271.630.600,00 71,52 

41 

Pengelolaan 
Pemanfaatan 
Pekarangan/Peran 
Perempuan Dalam 
Ketahanan Pangan 574.272.100,00 4,12 1.034.784.100,00 6,43 574.272.100,00 55,50 532.694.500,00 51,48 

42 Pengembangan 
Pangan Lokal 742.453.865,00 5,32 819.445.865,00 5,09 742.253.865,00 90,58 656.341.770,00 80,10 

43 
Penanganan 
Daerah Rawan 
Pangan (PDRP) 128.679.890,00 0,92 128.679.890,00 0,80 128.679.890,00 100,00 - - 

44 

Pemberdayaan 
Gapoktan Dalam 
Penyedia Pangan 
Masyarakat Se 
Provinsi 209.393.200,00 1,50 209.393.200,00 1,30 209.393.200,00 100,00 208.657.600,00 99,65 

45 

Pengembangan 
Dan Pemberdayaan 
Ketersediaan 
Pangan Sagu 
Sebagai Pangan 
Alternatif 349.895.688,00 2,51 349.895.688,00 2,18 349.895.688,00 100,00 344.026.400,00 98,32 
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46 

Penguatan Jaringan 
Ketersidaan Dan 
Distribusi Pangan 
Antar Wilayah 
(Lokal Dan 
Regional) 151.899.600,00 1,09 151.899.600,00 0,94 151.899.600,00 100,00 150.777.058,00 99,26 

47 

Penyusunan 
Peraturan Daerah 
(PERDA) Ketahanan 
Pangan Provinsi 
Riau 211.782.100,00 1,52 - - - - - - 

48 
Penghargaan 
Adikarya Pangan 
Nusantara 349.105.535,00 2,50 349.105.535,00 2,17 349.105.535,00 100,00 312.236.000,00 89,44 

49 

Peningkatan 
Kapasitas 
Pengembangan 
Kelembagaan 
Dewan Ketahanan 
Pangan 373.623.655,21 2,68 373.623.655,21 2,32 373.623.655,21 100,00 339.323.300,00 90,82 

P 

Program 
Peningkatan Mutu 
Dan Keamanan 
Pangan                 

50 
Sertifikasi Pangan 
Segar (Buah Dan 
Sayur) 355.378.900,00 2,55 355.378.900,00 2,21 355.378.900,00 100,00 315.089.700,00 88,66 

51 Pengawasan 
Keamanan Pangan 468.681.500,00 3,36 468.681.500,00 2,91 468.681.500,00 100,00 428.706.783,00 91,47 

52 
Peningkatan 
Kompetensi SDM 
Keamanan Pangan 286.190.800,00 2,05 286.190.800,00 1,78 286.190.800,00 100,00 269.534.400,00 94,18 

  

Jumlah 13.954.976.152,20 100,00  16.083.774.055,20 100,00 13.747.335.254,21 85,47 12.544.437.313,00 77,99 
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Perbandingan Target dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan  

Tahun 2015 dan Tahun 2016 

 

NO URAIAN TARGET % REALISASI % 

    TA. 2015 TA. 2016   TA. 2015 TA. 2016   

            
 

  

1 
Belanja 
Tidak  

    
9.809.511.071,31,- 10.246.461.976,- 100 

   

9.145.632.241,- 9.547.759.287,- 93,18% 

  Langsung   
  

  
  

      
  

  
  

2 
Belanja 
Langsung 16.170.332.800,00,- 16.083.774.055,20,- 100 

   

11.882.405.160,- 12.544.437.313,- 77,99% 

              
 

                

 
 
 
2. Permasalahan dan Solusi 

1. Nihil  
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BAB IV.  

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah 

Urusan Pangan (Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau) 

Capaian yang diraih selama kurun waktu tahun 2015 dan tahun  2016, meliputi : 

a. Angka Ketersediaan  Energi dan Protein  

 Ketersediaan Energi 2015 sebesar 3.250 kkal/kap/hari 

 Ketersediaan Protein 2015 sebesar 64,39 gram/kap/hari 

 Ketersediaan Energi 2016 sebesar 3.326 kkal/kap/hari 

  Ketersediaan Protein 2016 sebesar 72,59 gram/kap/hari 

b. Persentase dan Tingkat Cadangan  Pangan  

 Cadangan Pangan Untuk tahun 2015 sebesar  70,17 % 

 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah  tahun 2015 sebesar 184,783 Ton 

 Cadangan Pangan Untuk tahun 2016 sebesar 173,921 % 

 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah  tahun 2016 sebesar 347,843 Ton 

c. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

 Skor PPh Untuk tahun 2015 sebesar 81,5 

 Skor PPh Untuk tahun 2016 sebesar 84,5 

d. Angka Pencapaian Konsumsi Pangan Penduduk (energi dan protein)   

 Konsumsi Energi Penduduk Untuk tahun 2015 sebesar 2.083 kkal/kap/hari 

 Konsumsi Protein Penduduk Untuk tahun 2015 sebesar 53 gram/kap/hari 

 Konsumsi Energi Penduduk Untuk tahun 2016 sebesar 2.125 kkal/kap/hari 

 Konsumsi Protein Penduduk Untuk tahun 2016 sebesar 57 gram/kap/hari 
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1. Program dan Kegiatan 2016 

a. Program 

1) Program pelayanan administrasi perkantoran 

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

3) Program peningkatan disiplin aparatur 

4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan 

6) Program pengembangan data/informasi 

7) Program peningkatan ketahanan pangan  

8) Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 

 

b. Kegiatan 

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 

Kegiatan : 

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

    

2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 

    

3 Penyediaan alat tulis kantor 

    

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

    

5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

    

6 Penyediaan makanan dan minuman 

    

7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

    

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

    

9 Penyusnan Standar Operasional Prosedur SKPD 

    

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR 

Kegiatan : 

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 

    

2 Pengadaan peralatan gedung kantor 
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3 Pengadaan meubelair 

    

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  

    

5 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan  

    

6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 

    

7 Detailed Engineering (DED) Pembangunan Gedung Kantor  

    

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 

Kegiatan : 

1 Pengadaan pakaian Dinas berserta perlengkapannya 

    

2 Pembinaan mental dan fisik aparatur 

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 

APARATUR 

Kegiatan : 

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 

    

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

Kegiatan : 

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

    

2 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 

    

3 Penyusunan Rencana Kerja  SKPD 

    

4 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 

  

5 Penyusunan penetapan kinerja (PENJA), rencana kinerja tahunan 

(RKT) laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)  

    

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 

Kegiatan :  

1 Penyusunan Statistik Pangan 

    

2 Pengembangan Sistem informasi Manajemen Ketahanan Pangan' 

    

3 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan  

    

      

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN  

Kegiatan : 

1 Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok 

    

2 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 

    

3 Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Riau 
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4 Pengembangan dan pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat 

    

5 Analisa Ketersediaan Pangan Wilayah 

    

6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan 

    

7 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan 

Pangan 

  

8 Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 

    

9 Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, bergizi, 

seimbang dan aman (B2SA) 

    

10 Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional 

    

11 Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk 

    

12 Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam 

Ketahanan Pangan 

    

13 Pengembangan Pangan Lokal 

    

14 Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) 

   

15 Pemberdayaan Gapoktan dalam penyedia pangan masyarakat se 

Provinsi Riau 

   

16 Pengembangan dan  Pemberdayaan  Ketersediaan  Pangan  Sagu 

sebagai Pangan Alternatif 

    

17 Penguatan Jaringan Distribusi dan Ketersediaan Pangan 

 Penguatan Jaringan Ketersediaan dan Distribusi Pangan antar Wilayah 

(Lokal dan Regional) 

  

18 Penghargaan Adhikarya  pangan Nusantara 

  

19  Peningkatan  Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan 

Dewan Ketahanan Pangan. 

  

PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 
Kegiatan :  

  

1 Sertifikasi Pangan Segar (buah dan sayur)  

    

2 Pengawasan Keamanan Pangan  

  

3 Peningkatan Kompetensi SDM Keamanan Pangan 
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2. Realisasi Pelaksanaan  Program dan Kegiatan 

Dalam pelaksanaan urusan Ketahanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan 

Provinsi Riau terdiri dari 8 Program dan 49 kegiatan, dialokasikan dana sebesar 

Rp. 16.083.774.055,20,- dengan realisasi keuangan sebesar                           

Rp. 12.544.437.313,- (77,99 %) dan realisasi fisik (78,48 %). 

3. Permasalahan dan Solusi 

a. Permasalahan 

Permasalahan  pokok yang sedang dihadapi saat ini adalah semakin 

bertambahnya kebutuhan pangan masyarakat Riau seiring dengan 

bertambahnya penduduk rata-rata 3,5 % pertahun. Saat ini kebutuhan 

pangan tersebut telah menunjukkan angka 1.703.313 ton  sementara tingkat  

produksi pangan kita hanya  mampu mencapai 1.285.211 ton, sehingga 

terjadi defisit pangan 418.102 ton. Komoditi Beras menempati posisi defisit 

paling tinggi  yaitu 419.018 ton, kemudian berturut-turut, Sayuran defisit 

139.840 ton; Telur defisit 44.121 ton; Jagung defisit 19.920 ton; Kedele 

defisit 48.405 ton; Kacang-kacangan defisit 16.899 ton. Selain itu angka 

capaian konsumsi Energi sebesar 2.125 kkal/kapita/hari dan Protein sebesar 

57 gr/kapita/hari, serta angka Pola Pangan Harapan sebesar 84,5 relatif 

masih rendah dan perlu segera ditingkatkan. Sebaliknya dilain pihak jenis 

komoditi Sagu mencapai surplus sekitar 340.028 ton, umbi-umbian 16.650, 

ton daging surplus sekitar 11.249 ton). Terjadinya kerusakan infrastruktur 

pengairan yaitu 52 % di Daerah  Irigasi (DI) dan 49% di Daerah Rawa (DR). 

b. Solusi 

1. Gerakan dan sosialisasi berkelanjutan pengurangan konsumsi beras 

dengan program peningkatan konsumsi pangan berbasis, sagu dan 

umbi-umbian. 

2. Meningkatkan kegiatan penyuluhan untuk peningkatan konsumsi 

ikan,telur,sagu, umbi-umbian,  sayuran dan Buah dengan slogan “ 
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Gemar Makan Ikan dan Telur “, “ Senang Makan Sayur dan Buah “ serta 

“ Suka Makan Sagu dan Umbi-Umbian “. Gerakan ini dilakukan secara 

terpadu, kerjasama yang efektif dengan TP- PKK  baik tingkat Provinsi , 

Kabupaten,Kecamatan sampai tingkat Desa. 

3.  Untuk mengantisipasi fkuktuasi harga pangan yang terjadi setiap tahun, 

seperti daging, ayam, ikan, sayuran, cabe, bawang dll,dan dalam rangka 

mengatasi secepatnya dampak perubahan iklim (Climate change)    

yang telah melemahkan ekonomi masyarakat, diperlukan adanya 

bantuan pemerintah pusat dan daerah dengan program percepatan 

pemanfaatan potensi Lahan Pekarangan, baik di Desa maupun 

Perkotaan. 

4. Melanjutkan Intensifikasi Padi, Jagung dan Kedele dengan tehnologi 

yang lebih baik, perluasan penanaman  dengan cara menggerakkan 

petani mengolah sawah/lahan tidur, penanaman padi gogo/ padi lahan 

kering dengan memberi bantuan  saprodi dan pengolahan tanah. 

Khusus padi sawah agar penyuluh memberi bimbingan  tehnis budidaya 

dengan teknologi budidaya yang baru   Legowo 2:1 atau “ three-in-one “ 

yang telah berhasil efektif menaikkan produksi. 

5. Penghentian alih fungsi lahan petanian pangan, menindak lanjuti segera 

UU 41 Tahun  2009, dengan menerbitkan PERDA, dan merumuskan 

“INSENTIF” produksi yang merangsang petani pangan mempertahankan 

dan mengembangkan usaha taninya. 

6. Bekerjasama dengan perusahaan Perkebunan untuk ikut serta 

meningkatkan produksi pangan di areal konsesinya, terutama 

pemanfaatan areal pada saat melakukan penanaman baru/replanting. 

7. Melanjutkan Upaya Peningkatan Produksi Peternakan,  Perikanan   dan   

Perkebunan melalui program: 

a). mempercepat  program pengembangan kawasan Peternakan    yang 

terintegrasi dengan Wilayah Perkebunan dan Tanaman Pangan, 

pengembangan usaha pembibitan, pembiakan dan penggemukan, 

penyelamatan sapi betina, pengembangan usaha pembibitan dan 
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pembiakan ayam petelur, pengembangan usaha keramba, kolam, 

tambak, budidaya pantai, penangkapan dengan peyediaan benih 

bermutu, pakan, peralatan, permodalan, pemasaran dan bimbingan 

teknis  perikanan. 

b). mendorong usaha intensifikasi kebun sawit rakyat, kebun kelapa,   

karet dan perluasan kebun kakao dengan intercropping kebun kelapa. 

8.  Dalam rangka Peningkatan Produksi Pangan perlu segera dimulai 

langkah-langkah menuju sistem pertanian yang berdasar kepada kondisi 

keragaman spasial dan temporal dengan mengelola  usaha tani lebih 

cermat dan lebih cerdas melalui informasi, yang lebih lengkap sehingga  

dapat menetapkan teknologi yang lebih tepat. (precision farming).   

9. Meningkatkan peran koordinasi melalui Dewan Ketahanan Pangan , 

dengan menambah frekuensi rapat minimal 2 kali setahun, yaitu pada 

awal dan akhir tahun anggaran. Untuk melaksanakan percepatan 

peningkatan ketersediaan dan produksi pangan dapat dibentuk Tim 

Tehnis untuk membantu sehari-hari Ketua Dewan Ketahanan Pangan 

baik Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota. 

 

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 

Nihil 
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BAB. V 

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 

 

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 

Pada tahun 2016 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau tidak menerima Tugas 

Pembantuan di Provinsi.  
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BAB. VI 

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH 

Nihil 

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA 

Nihil 

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH 

1. Forum Koordinasi 

2. Instansi Vertikal yang terlibat 

Bulog, Karantina dan Balai POM      

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi dengan 

Instansi Vertikal di daerah 

4. Hasil dan manfaat koordinasi 

5. Tindak lanjut hasil koordinasi 

   

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH 

Nihil 

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 

Nihil 

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS 

Nihil 

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

Nihil 
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